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BAB III  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diberikan adalah terdapat jaminan bagi hak-

hak pribadi tertentu dalam implementasi perluasan makna ketentuan Pasal 

8 European Convention on Human Rights dalam putusan Strasbourg Court 

bagi pemenuhan hak-hak pribadi tertentu warga Eropa khususnya hak 

orientasi seksual, identitas gender, dan privasi. Terdapatnya jaminan atas 

perlindungan hak-hak pribadi tersebut karena putusan Strasbourg Court 

pada prinsipnya menegakkan hak asasi manusia yang terdapat dan dijamin 

dalam Pasal 8 ECHR yang merupakan turunan dari hak pribadi yang dijamin 

dalam Pasal 12 UDHR. ECHR dan Strasbourg Court sebagai terobosan baru 

dalam bidang hukum untuk menjamin hak-hak pribadi tertentu, karena 

putusan-putusan terkait dalam tiga kasus yang diangkat menghasilkan 

perubahan dan/atau pembuatan instrument hukum di negara yang 

bersangkutan dalam rangka menjamin hak orientasi seksual, identitas 

gender dan privasi. Sebelum putusan-putusan terkait Strasbourg Court, hak 

pribadi khususnya hak orientasi seksual, identitas gender dan privasi belum 

dapat dijamin bagi orang atau kelompok tertentu karena hukum yang 

berlaku pada saat itu sudah ketinggalan zaman, serta bertentangan dengan 

nilai moral setempat dan agama. 
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B. Saran 

Terdapat dua saran yang dapat diberikan mengenai perlindungan 

hak pribadi dalam hal orientasi seksual, identitas gender dan privasi yaitu: 

1. Pembentukan badan yang berada di bawah CoE yang bekerja 

sama dengan pemerintah dan organisasi swadaya masyarakat 

yang berkedudukan di setiap negara anggota untuk menjangkau 

masyarakat dalam hal advokasi dan juga sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai perkembangan hak-hak perlindungan 

pribadi tersebut. 

2. CoE bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi atau 

lembaga swadaya masyarakat setempat untuk mengadvokasi dan 

jika perlu memfasilitasi pembentuk instrumen hukum di negara 

masing-masing agar membuat instrumen hukum yang sejalan 

dengan putusan Strasbourg Court. Hal tersebut dapat dilakukan 

agar fungsi pengawasan pelaksanaan putusan, yang merupakan 

tugas Komite Menteri CoE dapat berjalan dengan efektif.  

Dengan terdapatnya pengawas putusan, dalam hal ini Komite 

Menteri CoE, dan fasilitator dalam hal ini perwakilan CoE yang 

bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi swadaya 

masyarakat dalam bidang hukum dan HAM, diharapkan dapat 

meningkatkan pengimplementasian putusan Strasbourg Court. 
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